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BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA
DISTRIK PADA MASING-MASING DISTRIK SE - KABUPATEN YAHUKIMO

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Barang

Mengingat :

1.

Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan
pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan
pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung
(BTL), perlu merubah dan menetapkan Pengguna Anggaran
serta mengangkat Bendahara Distrik pada masing-masing
Distrik Se- Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 20201;

bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 85 Tahun 2021
tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Pengangkatan
bendahara Distrik pada Masing-Masing Distrik Se-Kabupaten
Yahukimo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan
perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 47);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun
2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-
Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4684 );
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Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 129);

Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

KASUBAG KABAG ASISTEN BID. SEKRETARIS
PERUNDANGAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH




Menetapkan :
KESATU
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Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun
2006 tentang Pembentukan Distrik dan Kampung (
Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2006)

Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 );

Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun
2017 Tentang Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah
Kabuupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1 );

Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo
Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Merubah bendahara Pada Distrik Amuma sebagaimana
tersebut dibawah;

L.

Bendahara Distrik

Nama : Salmon Payage

Nip : 19810505 201001 1 015
Pangkat :Juru Muda Tk. I (I/b)

Bendahara Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mempunyai tugas :

a.

b.
c.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP,
UP, SPP GU, SPP TU dan SPP Is;

Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;

Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU yang
dikelolanya;

Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Meneliti kelengkapan Dokumen Pembayaran;

Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan;

Melakukan pembukuan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan

Bupati Yahukimo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penetapan
Pengguna Anggaran Dan Pengangkatan Bendahara Distrik
Pada Masing-Masing Distrik Se — Kabupaten Yahukimo Tahun
Anggaran 2021 khusus pada nomor Urut 19 Kolom 4 dalam
Lampiran Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI
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